ASPEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA BIRO PERJALANAN WISATA (STUDI KASUS PT V) by kasim, elsie & Virginia, Fildza
Jurnal Administrasi Bisnis Terapan  
Volume 2 Nomor 1, Juli – Desember 2019 
P-ISSN : 2622-1772 





ASPEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA BIRO PERJALANAN 
WISATA (STUDI KASUS PT V) 
 
Elsie Sylviana Kasim1, Fildza Virginia2  
 
1,2Program Studi Administrasi Perpajakan 
Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia 
 
E-mail : elsiekasim@yahoo.com, fildzavirginia@gmail.com  
Abstrak 
Penelitian ini membahas aspek Pajak Pertambahan Nilai pada biro perjalanan (studi kasus PT V). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (Library Research) dan studi 
lapangan (Field Research). Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Jumlah dasar pajak 
untuk pengajuan yang termasuk broker dan / atau layanan agen adalah penggantian, sebesar 100% dari total 
biaya. Jumlah basis pajak layanan yang tidak termasuk layanan broker dan / atau agensi yang menggunakan 
nilai-nilai lain sebagai dasar untuk pajak adalah 10%. Kendala adalah keterbatasan wawasan dan pemahaman 
transaksi pihak lawan mengenai perpajakan pada biro perjalanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga bagi wajib pajak, sebagai 
bahan studi terkait aspek Pajak Pertambahan Nilai pada biro perjalanan. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi dan menjadi bahan rujukan dalam mengkaji aspek Pajak Pertambahan Nilai pada biro 
perjalanan dan pembatasan. 
 
Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Biro Perjalanan, Studi Kasus 
Abstract 
This study discusses the aspects of Value Added Tax on travel bureau (case study of PT V). Data collection 
techniques used in this study is literature studies (Library Research) and field studies (Field Research). The 
results of research and analysis can be concluded as follows The amount of tax base for submission which 
includes brokerage and/or agency services is replacement, amounting to 100% of the total cost. The amount of 
tax base  of services that do not include brokerage services and/or agency using other values as the basis for the 
tax  is 10%. Obstacles  is the limitation of insight and understanding of the opposing party's transactions 
concerning taxation on the travel bureau. This research is expected to provide input for the government, 
especially Directorate General of Taxes (DGT) and also for taxpayers, as study material related aspects of 
Value Added Tax on travel bureau. This research is expected to provide information and be a reference 
material in reviewing aspects of Value Added Tax on travel bureau and limitation 
 
Key words: Value Added Tax, Travel Bureau, Case Study. 
 
PENDAHULUAN 
Travelling sudah menjadi salah satu  kebutuhan 
dasar manusia. Ada kalanya manusia merasa jenuh 
dan lelah dalam menjalani rutinitas sehari- hari, 
travelling menjadi salah satu  cara mereka untuk 
merasakan situasi baru, bertemu orang- orang baru 
dan mendapat pengetahuan baru.  Di era 
globalisasi yang merupakan zaman maraknya 
jejaring sosial seperti fungsi travel sudah demikian 
berkembang, yang awalnya hanya sebagai hiburan 
Instagram, Facebook, hingga Youtube, kemudian 
beralih menjadi media pembuktian diri di situs 
jejaring sosial. 
Indonesia merupakan negara yang 
memiliki potensi wisata yang sangat baik yang 
didukung oleh letak geografis yang strategis, 
sejarah yang menarik, serta budaya yang beragam. 
Hal tersebut merupakan faktor yang 
menarik wisatawan, baik dari mancanegara 
maupun domestik. Pariwisata juga memiliki peran 
penting dalam penyerapan tenaga kerja  sehingga 
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sektor pariwisata merupakan salah satu sektor 
andalan bagi penerimaan negara selain pajak.  
Penerimaan yang diterima negara dari 
sektor pariwisata selalu mengalami kenaikan 
setiap tahunnya, baik yang diterima dari 
wisatawan mancanegara maupun wisatawan 
nasional. Angka tersebut menunjukkan terus 
meningkatnya arus perjalanan wisata per-tahun. 
Atas meningkatnya aktivitas masyarakat 
dalam melakukan perjalanan wisata, maka Biro 
Perjalanan Wisata dibangun untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat, baik secara konvensional 
atau melalu aplikasi di internet yang diunduh di 
ponsel. 
Biro Perjalanan Wisata merupakan 
penyedia paket wisata yang tidak hanya 
menyediakan tiket pesawat, namun layanannya 
juga meliputi pencarian hotel, kepengurusan 
dokumen perjalanan, penyediaan transport dan 
lain-lain. Dengan meningkatkannya perilaku 
konsumtif ini dapat dijadikan sebagai sumber 
potensial yang harus digali untuk kepentingan 
penerimaan negara dari sektor perpajakan 
(Meijida, 2017). 
 
Menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan 
Nilai Nomor 42 tahun 2009, jasa Biro Perjalanan 
Wisata merupakan salah satu jenis Jasa Kena 
Pajak, oleh karena itu Biro Perjalanan Wisata 
dengan omzet tertentu sebagai pihak penyedia jasa 
bertugas memungut PPN atas transaksi terkait. 
Pihak yang memiliki kewajiban sebagai pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai disebut Pengusaha Kena 
Pajak. 
TUJUAN PENELITIAN 
Menjelaskan aspek Pajak Pertambahan 
Nilai pada Biro Perjalanan Wisata serta hambatan-
hambatan perpajakannya. 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) menurut Alan Tait sebagaimana dikutip 
oleh Haula Rosdiana (2012) dapat dilihat dari 2 
(dua) alternatif yaitu dari sisi pertambahan nilai 
(upah dan keuntungan) serta dari sisi selisih output 
dikurangi input. Secara singkat, definisi 
Pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 
Value = Wages + Profit = Output - Input 
Added 
 
B. Legal Character PPN 
Menurut Untung Sukardji (2015) dalam 
bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Pajak 
Pertambahan Nilai di Indonesia Legal Character 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dijelaskan 
sebagai berikut :  
1. Pajak Tidak Langsung 
2. Multi Stage Levy 
3. Indirect Subtraction Credit/Invoice 
Method 
4. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri 
5. Consumption Type VAT 
6. Tarif Tunggal Non Cumulative 
7. Pajak Objektif 
 
C. Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
Menurut Sukardji (2015), terdapat 
beberapa metode pemungutan Pajak Pertambahan 
Nilai, yaitu sebagai berikut :  
1. The Addition Method 
Berdasarkan metode ini, PPN 
dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai 
tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku. 
Kelemahan dari sistem ini adalah menuntut 
setiap Pengusaha tertentu memiliki 
pembukuan yang dikerjakan dengan tertib dan 
akurat mengenai biaya yang dikeluarkan dan 
laba yang diharapkan dari masing-masing 
barang produksi atau barang dagangan.  
 
2. Subtraction Method 
Berdasarkan metode ini, Pajak 
Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari 
selisih antara harga penjualan dengan harga 
pembelian, dikalikan tarif pajak yang berlaku. 
 
3. Credit/Indirect Substraction Method 
   Metode ini hampir sama dengan 
substraction method, hanya bedanya dalam 
credit method yang dicari bukan sekadar 
selisih antara harga jual dengan harga beli 
melainkan selisih antara pajak yang dibayar 
pada saat pembelian dengan pajak yang 
dipungut pada saat penjualan.Oleh karena itu, 
berdasarkan metode ini, PPN yang terutang 
merupakan hasil pengurangan antara PPN 
yang dipungut oleh pengusaha pada saat 
Jurnal Administrasi Bisnis Terapan  
Volume 2 Nomor 1, Juli – Desember 2019 
P-ISSN : 2622-1772 




melakukan penjualan dengan PPN yang 
dibayar pada saat ia melakukan 
pembelian.Credit method ini memiliki 
kelebihan apabila dibandingkan dengan 
substraction method, yaitu apabila dalam 
harga beli terdapat unsur yang tidak terutang 
PPN, maka hasil penghitungan PPN terutang 
berdasarkan credit method akan lebih akurat 
daripada substraction method. 
   
METODE 
Dalam penelitian ini, metode yang 
digunakan ditinjau berdasarkan pendekatan 
penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan 
data dan teknik analisis data 
A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif 
ini, pengumpulan data didukung oleh fakta-fakta 
yang ditemukan di lapangan dan menjelaskan 
aspek Pajak Pertambahan Nilai pada Biro 
Perjalanan Wisata serta hambatan-hambatan 
perpajakannya. 
 
B. Jenis Penelitian 
1) Berdasarkan Tujuan Penelitian 
Bila dilihat dari tujuan penelitian, maka 
penelitian ini termasuk ke dalam jenis 
penelitian deskriptif (descriptive 
research). Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan aspek Pajak 
Pertambahan Nilai pada Biro Perjalanan 
Wisata serta hambatan-hambatan 
perpajakannya (studi kasus PT V). 
2) Berdasarkan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan manfaat penelitian, 
penelitian yang dilakukan termasuk 
penelitian terapan atau Applied Research. 
Penelitian terapan adalah salah satu jenis 
penelitian yang bertujuan untuk 
memberikan solusi atas permasalahan 
tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak 
berfokus pada pengembangan sebuah ide, 
teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus 
kepada penerapan penelitian tersebut 
dalam kehidupan sehari-hari. 
3) Berdasarkan Dimensi Waktu 
Bila dilihat dari dimensi waktu, penelitian 
ini bersifat cross-sectional, karena 
penelitian hanya dilakukan pada satu 
waktu tertentu saja 
C.Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan studi kepustakaan (Library 
Research) dan studi lapangan (Field Research). 
a) Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan yang dilakukan dalam 
penelitian ini meliputi pengumpulan 
literatur berupa buku, artikel, maupun 
peraturan terkait. 
b) Studi Lapangan (Field Research) 
Studi lapangan yang dilakukan dalam 
penelitian ini meliputi dokumen-
dokumen yang ditemukan di lapangan. 
c) Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini hanya data-data dan 
informasi yang penting dan berhubungan 
dengan penelitian ini yang akan diproses 
dan masuk dalam bagian analisis dan 
pembahasan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Aspek Pajak Pertambahan Nilai pada Biro 
Perjalanan  
 Biro Perjalanan Wisata pada umumnya selain 
melakukan penyerahan khusus Biro Perjalanan 
Wisata juga melakukan penyerahan lain yang 
tergolong penyerahan non-Biro Perjalanan Wisata 
(selanjutnya disebut non-BPW). Penyerahan yang 
termasuk penyerahan Biro Perjalanan Wisata 
dibagi menjadi dua, yaitu penyerahan yang bukan 
termasuk jasa perantara dan/atau keagenan dan 
penyerahan yang termasuk ke dalam jasa perantara 
dan/atau keagenan.  
 Pada praktiknya di lapangan, dalam 
melakukan kegiatan usahanya seluruh penyerahan 
Biro Perjalanan Wisata selalu diperlakukan sama, 
yaitu sebagai penyerahan jasa perantara dan/atau 
keagenan. Nyatanya terdapat beberapa perbedaan 
sifat yang membedakan antara penyerahan yang 
bukan termasuk jasa perantara dan/atau keagenan 
dan penyerahan yang termasuk ke dalam jasa 
perantara dan/atau keagenan. 
 Perusahaan yang melakukan kedua jenis 
penyerahan Biro Perjalanan Wisata tersebut 
(penyerahan yang bukan termasuk jasa perantara 
dan/atau keagenan dan jasa perantara dan/atau 
keagenan) memiliki tugas membuat dan menjual 
paket perjalanan baik ke dalam dan luar negeri, 
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menyelenggarakan pemanduan wisata, 
menyediakan fasilitas lain untuk wisatawan, 
menjual tiket sarana angkutan, menyediakan jasa 
pemesanan sarana wisata dan mengatur 
kepengurusan dokumen-dokumen perjalanan. 
Sedangkan perusahaan yang hanya melakukan 
penyerahan yang dikategorikan sebagai 
penyerahan jasa perantara dan/atau keagenan tidak 
memiliki izin untuk menyusun dan menjual paket 
wisatanya sendiri. 
 Perusahaan yang melakukan penyerahan yang 
termasuk jasa perantara dan/atau keagenan, seperti 
namanya hanya bertugas sebagai agen perantara 
yang menyediakan tiket serta reservasi bagi 
konsumen dan pihak lain (Contoh: perusahaan 
penerbangan) dengan menerima imbalan berupa 
komisi sehingga biasanya ada perjanjian khusus 
yang dibuat antara perusahaan dengan pihak lain. 
 Pokok pengenaan PPN pada Biro Perjalanan 
Wisata yaitu terdapat dari adanya sejumlah 
imbalan jasa yang diminta, seperti biaya- biaya 
yang telah dikeluarkan oleh Biro Perjalanan 
Wisata untuk kepengurusan produk yang 
diberikan. Pajak yang dikenakan yaitu Dasar 
Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif PPN 
sebesar 10%. 
 Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah 
jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, 
Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai 
dasar untuk menghitung pajak yang terutang.Jika 
mengikuti aturan dalam Undang- Undang Nomor 
42 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Dasar 
Pengenaan Pajak yang digunakan atas penyerahan 
Jasa Kena Pajak adalah DPP Penggantian, yaitu 
Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa 
karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang 
dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan 
potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur 
Pajak. Namun dalam jasa perjalanan wisata, jasa 
yang diberikan merupakan bermacam-macam dan 
diantara juga merupakan jasa yang dikecualikan 
dari PPN, seperti penjualan voucher hotel yang 
dikecualikan dari objek JKP karena merupakan 
objek pajak daerah, serta jasa angkutan udara/laut, 
begitu juga dengan paket wisata luar negeri yang 
nantinya akan dikonsumsi di luar daerah pabean. 
 Sebagaimana jenis transaksinya, DPP 
penyerahan jasa Biro Perjalanan Wisata juga 
terbagi menjadi dua, yaitu DPP atas penyerahan 
yang termasuk jasa perantara dan/atau keagenan 
dan DPP atas penyerahan jasa yang bukan 
termasuk jasa perantara dan/atau keagenan. 
 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak atas 
penyerahan yang termasuk jasa perantara dan/atau 
keagenan yaitu penggantian, sebesar 100% dari 
jumlah semua biaya yang diminta atau seharusnya 
diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa 
Kena Pajak, dalam hal ini merupakan komisi 
sebesar jumlah tertentu yang diterima Biro 
Perjalanan Wisata dari maskapai penerbangan atau 
service fee sementara atas penyerahan jasa yang 
bukan termasuk jasa perantara dan/atau keagenan 
menggunakan DPP Nilai Lain. Nilai lain ini 
merupakan 10% dari seluruh total penyerahan 
yang dilakukan Biro Perjalanan Wisata 
sebagaimana yang diatur  dalam Peraturan Menteri 
Keuangan PMK 121/PMK.03/2015 tentang Nilai 
Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 
 
Penyerahan Biro Perjalanan Wisata yang termasuk 
Jasa Perantara dan/atau Keagenan 
a. Penjualan Tiket Domestik 
Jasa keagenan penjualan tiket atau jasa 
perantara penjualan tiket atau apapun nama jasa 
yang digunakan untuk menyebut Jasa Kena Pajak 
yang diserahkan oleh pihak yang menjualkan tiket 
tersebut (Biro Perjalanan Wisata dan agen 
penjualan tiket) kepada perusahaan penerbangan, 
terutang PPN sebesar 10% dari imbalan yang 
diterima atau seharusnya diterima, dalam hal ini 
10% dari komisi yang diterima. Komisi 
merupakan sejumlah imbalan berupa persenan dari 
hasil keuntungan penjualan tiket yang akan 
diterima  Biro Perjalanan Wisata dari mitra kerja 
yang diajak bekerjasama.  
Besarnya komisi dari setiap jumlah tiket yang 
terjual pada umumnya telah terlebih dahulu 
ditentukan antara pihak Biro Perjalanan Wisata 
dengan vendor dengan MoU. Dalam tagihan tiket 
yang diberikan oleh pihak vendor di dalamnya 
sudah terdapat PPN yang terutang, dengan 
demikian jumlah PPN yang terutang hanya atas 
jasa yang diberikan, yaitu sejumlah komisi yang 
diterima oleh pihak Biro Perjalanan Wisata. 
GI Airlines selaku maskapai penerbangan 
menyerahkan tiket kepada PT V sebagai salah satu 
mitra penjualan tiket pesawat domestik sebesar 
1.664.500 yang di dalamnya sudah termasuk PPN 
dan juga asuransi. Maka rincian perhitungan 
PPNnya adalah sebesar: 
 
Fare/Tarif Dasar Rp1.440.100 
IW+YQ+Tax*  Rp224.400 
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Service Fee  Rp39.000 
DPP   Rp39.000 
PPN (10%)  Rp3.900 
 
 
Penyerahan Biro Perjalanan Wisata bukan 
termasuk Jasa Perantara dan/ Keagenan 
 
Yang dimaksud dengan biro perjalanan 
umum adalah usaha Biro Perjalanan Wisata 
menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa 
perjalanan dengan mengatur dan membuat sendiri 
paket wisatanya. 
Oleh karena itu, atas jasa yang diadakan 
sendiri oleh Biro Perjalanan Wisata 
perhitungannya menggunakan DPP Nilai lain 
sebesar 10% dari total harga jual. Berikut adalah 
penyerahan- penyerahan yang bukan termasuk 
penyerahan Jasa Perantara 
 
a. Atas Jasa Penyerahan Tiket Internasional 
Fare/Tarif Dasar Rp4.341.146 
IW+YQ*  Rp774.200 
Total   Rp5.115.346 
DPP (10%)  Rp511.534 
PPN (10%)  Rp51.153 
 
b. Voucher Hotel 
Jasa perhotelan merupakan jasa yang 
merupakan objek pajak daerah, namun terdapat 
unsur jasa atas penyediaan voucher hotel dari Biro 
Perjalanan Wisata yang menyebabkan timbulnya 
penyerahan jasa atas nama biro perjalanan itu 
sendiri. Maka voucher hotel yang diserahkan oleh 
Biro Perjalanan Wisata diatur sendiri pengenaan 
PPNnya. Atas penjualan voucher hotel yang 
berada di Indonesia dikenakan PPN dengan Dasar 
Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain, sehingga 
pajak yang terutang sebesar 1% dari jumlah yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pihak 
pembeli voucher, sedangkan atas penjualan 
voucher hotel yang berada di luar negeri 
dikenakan PPN karena merupakan penyerahan 
Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, dengan 
PPN yang terutang sebesar 1% dari jumlah yang 
diminta atau seharusnya diminta oleh pihak 
pembeli voucher.  
Hotel X menyerahkan voucher tiket tersebut 
kepada PT V seharga 800.000/malam. PT V 
menjual tiket tersebut kepada konsumen dengan 
total harga normal awal sebesar Rp825.000, 
adapun PPN yang terutang sebagai berikut: 
 
Harga kamar Hotel X   Rp800.000 
Harga jual PT V  Rp825.000 
DPP (10%)   Rp82.500 
PPN (10%)   Rp8.250 
c. Paket Wisata 
Komponen dari Paket Wisata terdiri dari tiket 
pesawat, akomodasi termasuk makan, angkutan 
darat/laut, jasa tour atau tour services (terdiri dari: 
menjemput dan mengantar tamu atau meeting 
service, mengurus dokumen re-ekspor barang atau 
handling service, dan jasa pendamping/penunjuk 
jalan atau guide service serta tontonan atau 
performance service).  
Harga dasar Rp10.919.603 
DPP (10%) Rp1.091.960 
PPN (10%) Rp109.196 
d. Pengurusan Dokumen 
Kepengurusan dokumen yang dimaksud 
adalah dokumen yang dibutuhkan dalam 
perjalanan, seperti visa, paspor atau dokumen lain 
yang diperlukan.  
Biaya pengurusan dokumen Rp585.050 
DPP (10%)   Rp58.505 
PPN (10%)   Rp5.850 
 
Penyerahan Non-Biro Perjalanan Wisata 
a. Sewa Kendaraan 
Sewa Kendaraan merupakan jasa lain yang 
tidak dikategorikan sebagai penyerahan atas Biro 
Perjalanan Wisata. 
PT V memiliki sejumlah bis dan minibus 
yang disewakan. Pada bulan Mei 2018, PT C akan 
mengadakan outing ke luar kota, PT C menyewa 
minibus milik PT V. 
Harga sewa bus Rp1.152.500 
DPP   Rp1.152.500 
PPN (10%)  Rp115.250 
 
B. Hambatan-Hambatan Perpajakan pada Biro 
Perjalanan 
Seperti yang telah dijelaskan, jasa pada 
Biro Perjalanan Wisata terbagi menjadi 
penyerahan Biro Perjalanan Wisata dan jasa Non-
BPW. Penyerahan yang termasuk jasa Non-BPW 
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dapat dibagi dua, yaitu penyerahan yang termasuk 
ke dalam jasa perantara dan/atau keagenan dan 
penyerahan yang bukan termasuk jasa perantara 
dan/atau keagenan. Namun karena kurangnya 
wawasan dan pemahaman yang dimiliki pihak 
lawan transaksi mengenai pengenaan perpajakan 
pada Biro Perjalanan Wisata, semua jasa yang 
diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata dianggap 
sebagai jasa perantara dan/atau keagenan, hal ini 
berakibat terhadap adanya pemotongan PPh Pasal 
23 yang tidak semestinya atas penghasilan PT V 
yang diterima dari lawan transaksi. Seharusnya 
pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perantara 
dan/atau keagenan hanya terbatas atas penyerahan 
yang merupakan penyerahan jasa perantara 
dan/atau keagenan, yaitu penyerahan tiket 
domestik atau jasa yang dikenakan PPN sebesar 
10% serta sewa kendaraan yang dipotong atas 
penghasilan dari sewa. Pemotongan yang tidak 
semestinya tersebut dapat menyebabkan kerugian 
pada PT V, karena pajak yang telah dipotong 
tersebut nantinya tidak dapat dikreditkan. 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis mengenai 
Aspek Pajak Pertambahan Nilai pada Biro 
Perjalanan Wisata maka dapat disimpulkan bahwa 
: 
1. Biro Perjalanan Wisata pada umumnya 
selain melakukan penyerahan Biro 
Perjalanan Wisata juga melakukan 
penyerahan yang tergolong penyerahan 
non-Biro Perjalanan Wisata. Penyerahan 
yang termasuk penyerahan Biro 
Perjalanan Wisata dibagi menjadi dua, 
yaitu penyerahan yang termasuk ke dalam 
jasa perantara dan/atau keagenan yaitu 
antara lain penjualan tiket domestik, dan 
penyerahan yang bukan termasuk jasa 
perantara dan/atau keagenan antara lain 
Penjualan tiket internasional, voucher 
hotel, paket wisata/ tour. Serta 
penyerahan lain yang merupakan 
penyerahan non Biro Perjalanan Wisata, 
yaitu sewa kendaraan.  Bagi jasa yang 
dilakukan dengan bekerjasama dengan 
pihak tertentu, Biro Perjalanan Wisata 
mendapat keuntungan berupa komisi 
yang diberikan oleh pihak lain (Misalnya: 
maskapai penerbangan). Jumlah DPP atas 
penyerahan yang termasuk jasa perantara 
dan/atau keagenan yaitu penggantian, 
sebesar 100% dari jumlah semua biaya 
yang diminta atau seharusnya diminta 
oleh pengusaha karena penyerahan Jasa 
Kena Pajak, dalam hal ini merupakan 
komisi yang diterima Biro Perjalanan 
Wisata dari maskapai penerbangan atau 
service fee sementara atas penyerahan 
jasa yang bukan termasuk jasa perantara 
dan/atau keagenan menggunakan Nilai 
Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajaknya. 
Nilai lain ini merupakan 10% dari seluruh 
total penyerahan yang dilakukan Biro 
Perjalanan Wisata sebagaimana yang 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Menteri Keuangan PMK 
121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain 
sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 
2. Keterbatasan wawasan dan pemahaman 
yang dimiliki pihak lawan transaksi 
mengenai pengenaan perpajakan pada 
Biro Perjalanan Wisata seringkali 
menimbulkan salah persepsi yang 
mengakibatkan terjadinya bentrok antara 
Pihak PT V dengan perusahaan lawan 
transaksi dimana semua jasa Biro 
Perjalanan Wisata disalahartikan sebagai 
penyerahan jasa perantara dan/atau 
keagenan. Sedangkan pada kenyataannya, 
Sebagaimana telah diketahui, tidak semua 
penyerahan yang dilakukan merupakan 
penyerahan jasa keagenan. Pemotongan 
PPh Pasal 23 atas jasa perantara dan/atau 
keagenan seharusnya hanya terbatas atas 
penyerahan yang merupakan penyerahan 
jasa perantara dan/atau keagenan, yaitu 
penyerahan tiket domestik atau jasa yang 
dikenakan PPN sebesar 10%, dengan 
pengecualian sewa kendaraan yang 
merupakan penyerahan jasa lain oleh Biro 
Perjalanan Wisata. Hal ini menimbulkan 
kerugian bagi pihak Biro Perjalanan 
Wisata. Karena apabila pemotongan 
pajak tersebut dikreditkan berpotensi 
terjadi koreksi saat dilakukan 
pemeriksaan. 
Saran 
1. Perlu adanya sosialisasi mengenai 
perpajakan Biro Perjalanan Wisata dan 
klasifikasi jenis usahanya sehingga tidak 
menyebabkan adanya pemotongan PPh 
Pasal 23 yang tidak semestinya akibat 
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dari asumsi bahwa semua penyerahan 
jasa biro perjakanan wisata merupakan  
Pertambahan Nilai karena dapat 
menyebabkan kerugian pada pihak 
perusahaan. 
2. Hasil pemotongan Pajak Penghasilan 
Pasal 23 yang tidak seharusnya tersebut 
pihak PT V dapat mengajukan keberatan 
ke Direktorat Jenderal Pajak atas 
pemotongan dan pemungutan pihak 
ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang diatur di 
dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 
Ketentuan Umum Perpajakan. 
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